
ヤ
　
　
　
ヽ ′

. ) :

ハ

⌒

Menimbang

[tengingat

2.

3.

BUPATI  SETUBONDO

PROⅥ NSI J AWA TIMUR

PERATURAN BUPATI  SI TUBONDO
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG
PENJ ABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJ A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 peraturan

Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2Ol4
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 13elanja

Dacrah 'lahtrn Anggaran 2014, pcrlu menetapkan
l)craturan l3upati Situbondo t-entang Pcnjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan l3elanja Daerah'lahun Anggaran

2014.

Undan6l-Undang Nomor 12 'l'ahun 1985 tentang pajak

Br-rmi dan l3angunan (l,embaran Negara Republik
Indonesia 'fahurn 1985 Nomor 68, 'l'ambahan

Lembal'an Ncgerra Republik Indoncsia Nomor 3312)

sebagaimana tclah dir-rbah dengan Undang-Undang
Nomor 12 'lahun 1994 (Lembaran Negara Itepublik
Indonesia 'lahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lcmbaran Ncgara l?cpublik Indoncsia Nomor 3569);

Undang-lJndiing Nomor 28 'lahun 1999 tcntzrng

Penycleng5larar.ln Ncgara yang Ifcrsih dan Bebzrs dari
I(orupsi, Kolus;i dan Ncpotismc (l,cmbaran Negara

lRcpr,rblik Irrcloncsil-r'l'ahun 1999 Nomor 75,'l'ambahan
Lcmba:'an Ncgerru licpublik Indoncsia Nomor 3851);

Undang-L-ltr<ir:ng Nomor L7 'fahun 2OO3 tentang
I(cuangarr l{cgara (l,cmbaran Negara Republik

lndoncsia 'l'al:un 2003 Nomor 47, 'Iambahan

Lembarern Nr-'gara l{cpubiik Indoncsia Nomor a286);

Jalan PB. Sudirman Nomor 1. Situbondo, provinsi Jawa Timur \l
Telepon (0338) 67116 Email : infb@pemdasitubondo.go.id
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoncsia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan 'langgung Jawab
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOe;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2OO4

Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2l);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l2S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir,
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOg

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSafl;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g);

Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2OOg tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a09 );

Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2otl tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5239);.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun l9T2 tentang
Perubahan Nama dan pemindahan Tempat
Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten panarukan

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun lg72
Nomor 38);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang

Kedudukan Keuangan Kcpala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 2IO, Tarnbahan Lembaran Negara

Nomor aO28);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ilakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l
Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2OO4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7 D);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 48, 'Iambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5O2l;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor l3Z, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTS);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 201O tentang Perubahan atas peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedomau Penlrusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahr-rn 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
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19 Peraturarr Pemcrintah Nomor 79'lahun 2005 tentang

Pedoman Pcmbinaan dan Pengawasan

Penyclcnggaraan I)cmcrintah

22

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Masyarakat. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a693) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik
Indone sia 'Iahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aZ37);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOZ tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aT38);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Erraluasi Penyelenggaraan pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a815);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 200g tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'I'ahun 2008 Nomor gl, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ag6a\
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada partai politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 4972):

Peraturarr Pernerintah Nomor 69 Tahun 2OLO tentang
Tat-a Cara Penr.berian dan pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak dErn Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OtO Nomor 119,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tal-run 2O1O tentang

Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang

Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara I Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir,
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L

Tahun 2OlI tentang Perubahan kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang

Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun

2OO7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

DPRD serta Tata Cara Pengembalian T\rnjangan

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6l Tahun

2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Mcnteri l(euangan Nomor :

84/PMK.O7 l2OO8 tentang Penggunaan Dana Bagi

Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai

Tembakau;

Peraturan N{enteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2OIl tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 39 'Iahun 2Ol2;
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38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun

2073 tcntang Pcdoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah 'lahun Anggaran

20t4;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

40

l2slPMK.O7 l2ol3 tentang Batas Maksimal Defisit

APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman

Daerah Tahun Anggaran 2Ol3;

Pcraturan Mcntcri Dalam Negcri Nomor 1 Tahun 2Ol4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5

Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OOT

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 5 Tahun 2OO3 tentang pendirian

Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2OOT Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1

'I'ahun 2005 tentang Kedudukan protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan

Ralryat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005
Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor s
Tahun 2005 tentang Perubahan atas peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 20OS tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Tahun 2OO5 Seri A
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo, Seri D Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo, Seri E Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor lT
Tahun 2006 tentang Perencanaan pembangunan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006
Nomor 17);
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Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6

Tahun 2OO7 tentang Penetapan Atas Pendirian

Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7

Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten

Situbondo (l,embaran Dacrah Kabupaten Situbondo

Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13

Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4

Tahun 2oll tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2oll Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5

Tahun 2OII tentang Retribusi Pelayanan

PersampahanlKebersihan (Lembaran Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2oll Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6

Tahun 20Ll tentang Retribusi Ijin Mendirikan

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo

Tahun 2}ll Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7

Tahun 20ll tentang Retribusi Ijin Gangguan

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011

Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8

Tahun 2oll tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OIl Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9

Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo

Tahun 2O7l Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10

Tahun 2oll tentang Retribusi Terminal (Lembaran

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2}ll Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11

Tahun 2OlL tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLl

Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12

Tahun 2oll tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan

Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo

Tahun 2OlL Nomor 12);
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58 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13

Tahun 2Oll tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011

Nomor 13);

62

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14

Tahun 2O17 tcntang Retribusi Tcmpat Pelelangan Ikan

(l,embaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Oll
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15

Tahun 2oll tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011

Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18

Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010

tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun

Anggaran 20lO (Lembaran Daerah Kabupaten

Situbondo'lahun 20II Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20

Tahun 2}ll tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten

Situbondo Tahun 2oll Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23

Tahun 2O1l tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo

Tahun 2OlI Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24

Tahun 20ll tentang Retribusi Pelayanan Pasar

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011

Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4

Tahun 2Ol2 tentang Penyertaan Modal Pemerintah

Kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air

Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2OL2 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun

2OL2 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7

'lahun 2OL2 tentang Pembcntukan Dana Cadangan

(Lembaran L)aerah Kerbupaten Situbondo Tahun 2Ol2

Nomor 7);
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Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2

Tahun 2Ol4 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun

Anggaran 2014 (l,embaran Daerah Kabupaten

Situbondo Tahun 2Ol4 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2OO8

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol4 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11

Tahun   2014 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksaneran APBD Tahun Anggaran 2Ol3 (Lembaran

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol4 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12

Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupatcn Situbondo 'lahun

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten

Situbondo Tahun 2014 Nomor 21);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol1 -

2Ol5 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun

2OLO Nomor 85);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2012

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol3 (Berita Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2O1O Nomor 23);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2OL4

tentang Penjabaran Anggararr Pendapatan dan Belanja

Daerah 'latrun Anggaran 2OL4 (Berita Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol4 Nomor 3);

Perattrran Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pertanggungajawaban Pelaksanaan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten

Situbondo Tahun 2014 Nornor 23).
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PERATURAN    BUPATI   TENTANG    PENJ ABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN  PENDAPATAN DAN BELANJ A
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
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Pasal  l

Anggart t  Pcndapat an dan Bcl at t a l Dacrah′ I｀ahun An田釘an 2014
sct cl ah pcrubahan scbagai  bc五 kut :

1. Pcndapat an
a. Scmul a                 RP. 1. 320. 543. 066. 160, 50
b. Bert ambah/ ( berkurang)     Rp.     23. 213. 119. 354257
J unl l ah Pcndapat an sct cl ah
Pcrubahan               Rp.  1. 343. 756. 185. 515, 07

2. Bcl at t a
a. Scmul a                 Rp.  1. 381. 317. 983. 574, 97
b. Bert ambah/ ( bcrkurang)    Rp.    37. 800. 457. 508, 91
」uml ah Bcl at t a sct Cl ah
Perubahan              Rp.   1. 419. 118. 441. 083, 88
Surpl us/ ( Dci si t ) Sct cl ah
Pcrubahan              Rp.    ( 75. 362. 255. 568, 81)

3. Pcmbi ayaan
a. Penerl l naan
l ) Semul a               Rp.    66. 841. 625. 624, 82
2) Bcrt ambah/ ( bcrkurang)   Rp.    15. 921. 168. 144, 50

」unl l ah Pcncri l naan sct cl ah

Pcrubahan             Rp.    82. 762. 793. 769. , 32
b. Pengcl uaran
l ) SCmul a               Rp.      6. 066. 708. 210, 35
2) Bert ambah/ ( bcrkurang)   Rp.      1. 333. 829. 990, 16

」un■ l ah Pengcl uaran sct cl ah

Pcrubahan             t t p.      7. 400. 538. 200, 51
J unl l ah Pcmbi ayaan nct o
sct el ah Perubahan       Rp.     75. 362. 255. 568, 81(― )

Si sa Lcbi h Pcl nbi avaan Anggaran
sct cl ah Pcrubahan       Rp.                0, 00

Pasal 2

Ringkasan Penjabafan i)enrbahan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercanturn dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
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Pasal 3

Penjabaran' Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 dirirrci lebitr lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati

ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan

dalam Peraturan Bupati dituangkan lebih lanjut dalam dokumen

pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Di t ct apkan di  Si t ubondo
padat angga1 2 1 AU9 1∫ 11

BUPATI  SI TUBONDO,

I Di undangkan di  Si t ubondo
pada t anggal  i l  '  1  )  1・ l i

SEKRETARI S DAERAH
KABUPATEN SI TUBONDO,

Ｏ

ｕ

DADANG WIGIARTO

S貫

: ′
膨・0"WQ
α 9. 籠狐
fり・れ」SYAI FULLAI

BERI TA DAERAH KABUPATEN SI TUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 37


